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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan  
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 





ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a 





 ُا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َ[]ْ َ^  : kaifa 
  َل_َْھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتbcَ: mata 
 dcََر : rama 





  ُت_ْgَُh : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
  ِل [ََْطnْا ُopََوَر : raudal al-at fal 
  ُoَqpِ bَrsْا ُoَthْ uِgَsَْا : al-madinah al-fadilah 
ogَvْwِsَْا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
bَtﱠyَر: rabbana 
bَt]ْ ﱠzَ{: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  








 ُoَr}َqَْrsَْا: al-falsafah 
 َُد~ِsَْا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
  ُتْcُِأ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 َنْوُcُْَ: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ٌءْَ: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 





9. Lafz al-Jalalah ( ﱠﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
  ﱠﷲ ُhِْد Dinullahbِqﱠsا billah 
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 ْُھ   ﱠﷲ oِgََْر ِْHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 





a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
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 Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Faktor-
Faktor Penyebab terjadinya Manipulasi Data Anak di Panti Asuhan Nur Akbar 
Sungguminasa. 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan terhadap Manipulasi Data 
Anak di Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa. 3) Bagaimana Pandangan 
Hukum Islam terhadap Manipulasi Data Anak di Panti Asuhan Nur Akbar 
Sungguminasa. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali secara 
mendalam faktor-faktor dan upaya penanggulangan terhadap Manipulasi Data 
anak di panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa, serta pandangan hukum Islam 
terhadap Manipulasi Data anak. Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait 
pentingnya menjaga dan memelihara anak serta bahaya dan dampak yang 
ditimbulkan dari memanipulasi Data anak. 
 Penelitian ini berlokasi di panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
Kabupaten Gowa karena berdasarkan dari hasil pengamatan penulis masih banyak 
kasus Manipulasi Data anak di panti asuhan dengan cara mendaftarkan dan 
menempatkan anak di panti asuhan dengan berbagai alasan dan faktor yang 
mempengaruhi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research kualitatif, 
yaitu metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa 
adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus Manipulasi Data anak di panti 
asuhan secara mendalam. Dengan memperoleh data dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait 
seperti  pengurus panti asuhan, anak panti asuhan, dan masyarakat sekitar. 
Adapun sumber data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. 
 Hasil dari penelitian yaitu : 1) Berdasarkan dari hasil wawancara adapun 
faktor yang mempengaruhi yaitu: untuk memperoleh keutungan yang besar dari 
dana panti asuhan, untuk menarik simpati dari pemerintah, donator, masyarakat, 
dan para relawan, dan untuk mengembangkan panti asuhan dan usahanya di 
kampung halaman. 2) Upaya yang dapat dilakukan yaitu semua pihak-pihak yang 
berkaitan harus berperan aktif untuk mencegah terjadi Manipulasi Data terhadap 
anak, baik dari pihak orangtua, masyarakat, maupun Negara. 3) Dalam Agama 
Islam kita dianjurkan untuk memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, 
kesejahteraan, perlindungan dan pemeliharaan anak. 
 Implikasi penelitian : 1) Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan khusus 
terhadap masalah Manipulasi Data anak dan tindakan tegas dari aparat-aparat 
kepemerintahan guna memberikan efek jera bagi pelaku Manipulasi Data anak. 2) 
Masyarakat diharapkan dapat lebih perhatian dan peka terhadap keadaan sosial 
dan sekitarnya sehingga apabila terjadi Manipulasi Data anak dapat dilakukan 
penanganan lebih cepat. 3) Orangtua diharapkan dapat menyadari mengenai 
konsep perlindungan, pemeliharaan anak, dan perlunya pemahaman lebih 





A. Latar Belakang 
 Panti asuhan merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial untuk 
membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orangtua. Didalam kamus besar 
bahasa Indonesia, panti asuhan merupakan sebuah tempat untuk merawat dan 
memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu.1 Namun, tidak hanya untuk anak 
yatim atau yatim piatu saja, akan tetapi panti asuhan juga terbuka untuk anak-anak 
selain mereka seperti anak terlantar dan anak-anak yang kurang beruntung. 
Jumlah panti asuhan diseluruh Indonesia diperkirakan antara 5.000-8.000 yang 
mengasuh sampai setengah juta anak. 
Namun masih banyak panti asuhan di Indonesia mengambil atau 
menempatkan anak untuk memperoleh keutungan yang besar. Tidak jarang dari 
mereka ada yang nekat untuk memanipulasikan data anak di panti asuhan untuk 
kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan dari hasil panti asuhan. Menarik 
simpati pemerintah, donator, masyarakat, dan para relawan dengan mudah karena 
banyaknya anak yang ditempatkan di panti asuhan atau mendaftarkan nama anak 
tersebut meski anak tidak tinggal atau menetap di panti asuhan. 
 Anak yang tinggal di panti asuhan mengalami berbagai macam masalah 
yang merupakan manifestasi dari emosi negatif, diantaranya adalah anak panti 
merasa pengasuh di panti asuhan kurang perhatian sehingga menimbulkan 
ketidaknyamanan, jika memiliki masalah anak asuh cenderung menyimpan 
masalahnya sendiri serta anak panti sering merasa sedih apabila mengingat 
                                                          





orangtua dan keluarga yang jauh. Peraturan yang terlalu ketat, dan pihak panti 
asuhan tidak memberikan kesempatan pada anak asuhannya untuk mengambil 
keputusan sendiri. Selain itu anak panti asuhan juga terkadang merasa tidak 
nyaman dengan kelakuan teman-temannya sehingga memicu pertengkaran. 
Masalah lain yang dimiliki anak di panti asuhan adalah mereka kurang mampu 
menyelesaikan masalah dan kurang percaya diri. 
Anak merupakan investasi paling berharga bagi keberlangsungan negara 
kita tercinta ini di masa mendatang. Anak merupakan generasi muda penerus cita-
cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis, memiliki ciri dan sifat 
khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, 
selaras dan seimbang.2 Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 
Negara “. 
Namun sayangnya, di negeri ini masih subur praktik manipulasi data 
terhadap anak. Manipulasi data terhadap anak dengan tujuan ingin meraih 
keuntungan merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar undang-undang, 
sebab itu telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari 
orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. 
Dalam pasal 263 kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa “ 
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
                                                          
2 Mohammad Taufik Makarao, dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan 





tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidan penjara paling lama enam tahun.3 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. adh-Dhuha/93:9 yang berbunyi : 
$ ¨Βr' sù zΟŠÏKuŠø9 $# Ÿξsù ö yγ ø)s? ∩∪   
Terjemahnya: 
“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-
wenang”.4 
 
 Terjadinya manipulasi data anak di panti asuhan disebabkan karena sangat 
mudah memberikan izin untuk mendirikan panti asuhan. Apalagi panti asuhan 
yang didirikan di kawasan elite, pasti sangat mudah perizinannya. Selain itu  
pangkal utama manipulasi data anak berawal dari faktor ekonomi, terutama 
ekonomi keluarga yang menengah ke bawah.Tingkat kebutuhan yang tinggi, 
sementara pemasukan yang tidak sepadan menuntut dan memaksa seorang anak 
tinggal di panti asuhan dengan harapan dapat memberi mereka nutrisi dan 
pendidikan yang lebih baik. Kasus manipulasi data anak kerap terjadi karena 
adanya pembiaran dari masyarakat, kurang peduli dan masa bodoh terhadap 
lingkungan sekitar, apalagi di lingkungan elite yang saling tertutup antar tetangga. 
 Anak yang tinggal di panti asuhan kebanyak masih memilki orangtua 
setidaknya salah satu orangtua masih hidup dan sebenarnya bukan anak yatim. 
Dari hasil penelitian bahwa anak yang tinggal di panti asuhan masih ada 
hubungan kekerabatan dengan pihak panti asuhan. Semakin banyak anak yang 
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tinggal di panti asuhan maka semakin banyak pula dana dan donator yang masuk 
dan berpartisipasi di panti asuhan. Namun sayangnya masih banyak  panti asuhan 
hanya mengambil anak dari tetangga untuk didaftarkan namanya untuk 
memperoleh keuntungan. 
 Permasalahan manipulasi data anak tak boleh kita biarkan terus-menerus 
terjadi. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan untuk memutus rantai praktik 
manipulasi data anak, baik secara kelembagaan maupun perseorangan, dari mulai 
keluarga sendiri, sekolah, masyarakat, sampai pemerintah sehingga terbentuk 
sinergi untuk menghentikan praktik manipulasi data anak. Pertama, pemerintah 
perlu lebih gencar melakukan sosialisasi perlindungan anak, terutama masyarakat 
berpendidikan dan bertaraf ekonomi rendah agar tidak terbujuk iming-iming yang 
justru akan menjerumuskan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al- 
Ma’uun/107:1-3. 
|M ÷ƒ u u‘r& “Ï% ©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ ÉÏe$!$ Î/ ∩⊇∪   šÏ9≡ x‹ sù ”Ï%©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪   Ÿωuρ ÷Ùçts† 
4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡ Ïϑø9 $# ∩⊂∪     
Terjemahnya : 
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?.Itulah orang yang 
menghardik anak yatim,Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang 
miskin”.5 
 Penegak hukum perlu lebih memperketat pengawasan terhadap pelaku 
manipulasi data anak. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum perlu bertindak 
secara tegas terhadap pemanipulasi data anak. Hal ini untuk memberi 
pembelajaran dan pemahaman akan bahaya manipulasi data anak, di samping 
memberi efek jera. 
 
                                                          
 





B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai tinjauan 
hukum Islam terhadap manipulasi data anak di panti asuhan Nur Akbar 
Sungguminasa Kabupaten Gowa ( studi kasus pada tahun 2015-2018 ). 
 Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan 
kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang 
wajib dituruti  (ditaati) oleh seorang muslim, baik hukumyang 
berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 
berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).6 
2. Manipulasi data adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan 
penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap 
bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun 
sejarah yang dilakukan berdasarkan perancangan sebuah tata sistem nilai.7  
3. Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 
sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan 
pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang 
tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada 
anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat dan memadai 
bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai 
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bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan 
turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional‟.8 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah 
yaitu “ Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Manipulasi Data Anak di 
Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Tahun 
2015-2018 )”. Penulis merumuskan kedalam beberapa sub masalah sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Manipulasi Data Anak di 
Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa? 
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan terhadap Manipulasi Data Anak di 
Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa? 
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Manipulasi Data Anak di 
Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa ? 
 
D. Kajian Pustaka 
 Dalam kajian pustaka ini, masalah manipulasi data anak telah banyak 
ditulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi 
yang berkaitan dengan pembahasan manipulasi data anak, penulis menemukan 
beberapa buku, yaitu : 
1. Megalia Tifani Piri-Piri, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 
Manipulasi Data Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), 
tahun 2009. Dalam tulisannya ini lebih memfokuskan pada masalah 
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bagaimana perlindungan anak terhadap manipulasi data anak, bagaimana 
upaya dan peran pemerintah dalam mengatasi manipulasi data anak. 
Perbedaannya, penulis lebih memfokuskan pada masalah tinjauan hukum 
Islam terhadap manipulasi data anak di panti asuhan. 
2. Dalam sebuah jurnal Unair dengan judul “Anak Sebagai Korban 
Manipulasi Data”, tahun 2015 yang ditulis berdasarkan penelitian hukum 
dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan studi 
kasus. Dalam tulisannya ini beliau memaparkan sebuah studi kasus dalam 
sebuah putusan Pengadilan Negeri Semarang pada perkara Nomor : 08/ 
PID.SUS/ 2014/ PN.Smg, permasalahannya mengenai manipulasi data 
anak yang dilakukan oleh ibunya dengan alasan perekonomian. 
Perbedaannya, penulis tidak mengambil contoh kasus dalam pengadilan 
akan tetapi mengobservasi langsung di tempat penelitian dan lebih 
memfokuskan tulisannya dalam hal bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap manipulasi data anak di panti asuhan. 
3. Cornelius C.G dalam tulisannya yang berjudul “ Analisis Kejahatan 
Terhadap Manipulasi Data Anak  Sebagai Pengemis Jalanan “, tahun 
2017. Tulisan beliau lebih memfokuskan pembahasan tentang pengertian 
dan jenis kejahatan, manipulasi data anak, pengemis, faktor penyebab 
terjadinya kejahatan manipulasi data anak, dan upaya penanggulangan. 
Perbedaannya, penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manipulasi data anak di panti 
asuhan. 
4. Ahmad Hanafi dalam tulisannya yang berjudul “ Manipulasi Data Pekerja 
Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial “, tahun 2017. 





data anak, pekerja anak, dan penyimpangan anak. Perbedaannya, penulis 
lebih memfokuskan pada masalah tinjauan hukum Islam terhadap 
manipulasi data anak di panti asuhan. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
 Berdasarkan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Manipulasi Data 
Anak Di Panti Asuhan. 
b. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan terhadap Manipulasi Data 
Anak Di Panti Asuhan. 
c. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Manipulasi Data 
Anak di Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat digunakan dan 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya antara lain : 
a. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang Faktor-Faktor 
Penyebab terjadinya Manipulasi Data Anak Di Panti Asuhan  kepada 
saya pribadi (penulis), mahasiswa, lembaga-lembaga sosial, dan 
masyarakat pada umumnya. 
b. Dapat bermanfaat dalam menambah wawasan disiplin ilmu 
pengetahuan mengenai Upaya Penanggulangan Manipulasi Data Anak 
Di Panti Asuhan. 
c. Dan bermanfaat sebagai pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan 





yang berminat untuk mengkaji lebih dalam masalah Manipulasi Data 






A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Syari’ah 
 Secara lughawy (etimologi) syariat berarti jalan ke tempat 
pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti 
tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai.6 
 Hukum syara’ menurut ulama ushul adalah kitab-kitab syari’ atau 
doktrin yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf 
yang diperintahkan berupa ketetapan (taqrir). 
 Pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa syari’ah adalah segala 
titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang 
mengenai akhlak. Karena syari’ah merupakan penyebab kehidupan 
manusia, maka syari’ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat 
amaliah manusia dan alam lainnya.7 
 Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang 
diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di 
dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim 
dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam 
seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad 
‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun 
memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi 
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bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah 
disebut juga syara’, millah dan diin.8 
 Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti dalam 
al-Maidah/5: 48, dan al-Syura/42:13 yang pada prinsipnya mengandung 
arti “jalan yang jelas membawa kepada kemenangan”. Adapun dari segi 
kesamaan antara syariat Islam dengan “jalan air” (seperti dalam 
pengungkapan lughawy diatas) terletak pada bahwa siapa yang mengikuti 
syariatjiwanya akan mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai 
penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana ia 
menjadikan syariat bagi penyebab kehidupan manusia. 
 Syariat diartikan juga sebagai hukum-hukum atau segala aturan 
yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan 
dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama 
merekasendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan ‘agama’ 
sebagaimana disinggung dalam Qs. al-Syura/42:13.  
 
* tíuŸ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ Ïµ Î/ %[nθçΡ ü“ Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $ tΒ uρ $uΖøŠ¢¹uρ 
ÿÏµÎ/ tΛ Ïδ≡ t ö/Î) 4 y›θ ãΒuρ # |¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ%r& t Ïe$!$# Ÿωuρ (#θ è%§ xtGs? ÏµŠÏù 4 uã9 x. ’ n? tã 
tÏ.Îô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝèδθã ô‰s? Ïµ øŠs9 Î) 4 ª!$# û É< tFøg s† Ïµø‹ s9 Î)  tΒ â !$ t±o„ ü“Ï‰öκu‰uρ Ïµ ø‹ s9 Î)  tΒ Ü=‹Ï⊥ãƒ 
∩⊇⊂∪     
Terjemahnya: 
“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 
Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah 
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik 
                                                          






kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.9 
 
[1340] Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah 
s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan 
hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. 
 Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum-
hukum amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena ‘agama’ (samawy) 
pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran 
aqidahnyapun tidak berbeda dari rasul yang satu dengan lainnya, yaitu 
tauhid, sedangkan syariat hanya berlaku untuk masing-masing umat 
sebelumnya. Dengan demikian, syariat lebih khusus dari pengertian 
agama. Ia adalah hukum amaliyah yang menurut perbedaan rasul yang 
membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan atau 
menasakhkan yang datang lebih dahulu.1 0 
2. Pembagian Hukum Syari’ah 
 Para ulama ushul membagi hukum syar’I kepada dua bagian; 
hukum taklifi dan hukum wadh’i. 
a. Hukum Taklifi 
 Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah hukum syar’i yang 
mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para 
mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan 
ditinggalkan.1 1 Para ulama sepakat membagi hukum taklifi menjadi 
lima bagian yaitu : 
1) Wajib 
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 1 0 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam 
(Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN Depag, 1987) hal.9-10 
 1 1 Adb. Al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh ( Jakarta : Al-Majlis al-A’la al-Indonesia li 





Wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika 
mengerjakannya dan diberi siksa (‘iqab) apabila 
meninggalkannya.  
2) Haram 
Haram adalah segala perbuatan yang dilarang mengerjakannya. 
Orang yang melakukannya akan disiksa, berdosa (‘iqab), dan 
yang meninggalkannya diberi pahala. 
3) Mandub 
Mandub adalah segala perbuatan yang dilakukan akan 
mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan 
dikenakan siksa, dosa (‘iqab). 
4) Makruh 
Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan, orang yang 
meninggalkannya akan mendapat pahala, tapi orang yang 
mengerjakannya tidak mendapat dosa (‘iqab). 
5) Mubah 
Mubah adalah segala perbuatan yang diberi kebebasan untuk 
memilihnya, melakukan atau tidak melakukan. 
b. Hukum Wadh’i 
 Yang dimaksud dengan hukum wadh’i adalah titah Allah yang 
menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, 
atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang 
(man’) bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Oleh karenanya, 
ulama membagi hukum wadh’i ini kedalam lima bagian yaitu :1 2 
1) Sebab 
                                                          





Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar’i sebagai alasan 
bagi ada dan tidak adanya hukum. Adanya sesuatu menyebabkan 
adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak 
adanya hukum. 
2) Syarat 
Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum 
dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu 
mengakibatkan tidak ada pula hukum. 
3) Mani’ 
Mani’ adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat 
meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. 
4) Sah dan Batal 
Secara harfiah, sah berarti “lepas tanggungjawab” atau “gugur 
kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di 
akhirat”. Sedangkan batal dapat diartikan tidak melepaskan 
tanggungjawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di 
akhirat tidak memperoleh pahala. 
5) Azimah dan Rukhshah 
Azimah adalah peraturan-peraturan Allah yang asli dan terdiri atas 
hukum-hukum yang berlaku umum. Sedangkan Rukhshah adalah 
peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-
hal yang memberatkan dalam menjalankan azimah. 
3. Pengertian Hukum Islam di Indonesia 
 Hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum, meliputi :1 3 
a. Produk Pemikiran Fikih 
                                                          





Produk pemikiran fikih adalah hasil dari produk hukum yang 
pertama dari materi formulasi hukum islam melalui kitab fikih. Kitab 
fikih yang dimaksud adalah buku yang membahas persoalan hukum 
Islam seperti ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, 
dan lain-lain yang berdasarkan hasil ijtihad para ulama fikih dalam 
memahami Al-Qur’an dan Hadis. 
b. Produk pemikiran Fatwa Ulama 
Menurut ulama ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang 
dikemukakan oleh seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban 
yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak 
mengikat.  
c. Produk Pemikiran Yurisprudensi 
Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum 
dari keputusan pengadilan agama sehingga dijadikan sebagai hasil 
dari materi formulasi hukum islam yang kemudian melahirkan KHI 
(Kompilasi Hukum Islam).  
d. Produk Pemikiran Undang-Undang 
Lahirnya produk pemikiran undang-undang tidak dapat dipisahkan 
dengan hasil produk hukum lainnya. 
e. Produk Pemikiran Teori Sosiologi Hukum 
Hukum Islam di Indonesia merupakan materi hukum yang 
diformulasikan kedalam produk-produk pemikiran hukum, termasuk 
pemikiran teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum dimasukkan 
sebagai salah satu produk pemikiran hukum karena ia menggunakan 





 Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan 
dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi 
sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam). Dalam kamus Hukum Islam 
dijelaskan bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara’ ialah 
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.  
 Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang 
melahirkan kitab fikih yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis, sehingga 
dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di 
Indonesia. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Manipulasi Data Anak 
1. Pengertian Manipulasi data 
Manipulasi data adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dari 
dalam ataupun dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan 
pihak lain. Dalam KBBI pengertian manipulasi data adalah proses 
rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, 
penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan 
sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan 
berdasarkan perancangan sebuah tata sistem nilai yang merupakan 
tindakan yang tidak terpuji.1 4 
 Manipulasi data anak adalah pemanfaatan dan pemerasan terhadap 
anak secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena 
                                                          





itu, anak sebagai individu harus dilindungi hak-haknya yang melekat 
pada diri setiap manusia sejak ia lahir bahkan sejak masih dalam 
kandungan ibunya. Di Indonesia masih banyak anak yatim, piatu, yatim 
piatu, anak yang terlantar, anak yang mengalami tindak kekerasan, dan 
manipulasi data anak diberbagai bidang terutama pada bidang ekonomi. 
Sebagaimana dalam Qs. Adh-Dhuha/93:9 
$ ¨Βr' sù zΟŠÏKuŠø9 $# Ÿξ sù ö yγ ø)s? ∩∪     
Terjemahnya: 
“ Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang” 
 Kondisi ini menunjukkan di Indonesia tidak hanya mengalami 
krisis ekonomi tetapi juga mengalami krisis moral. Tidak kalah 
menariknya masih banyak anak-anak yang menjadi korban manipulasi 
data untuk mendapatkan keuntungan secara versal dan universal dengan 
memproposalkan nama-nama anak tersebut dalam sebuah kegiatan-
kegiatan yang dilakukan. 
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 
tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang berusia dibawah 21 tahun atau belum menikah.1 5 
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
ibunya. Maka dari itu perlindungan anak harus diterapkan dengan baik 
karena anak merupakan cerminan dari adanya rasa keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melindungi dan 
memperhatikan serta menanggulangi masalah anak yang terjadi 
                                                          





merupakan tanggungjawab dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan 
masyarakat guna untuk membangun kesejahteraan nasional pada anak. 
 Yang dimaksud dengan manipulasi data anak adalah memalsukan, 
menyembunyikan, merekayasa data anak sebagaimana dijelaskan dalam 
pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana tentang manipulasi data. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak maka jelaslah bahwa tindakan 
manipulasi data anak merupakan tindakan yang tidak terpuji karena 
dengan melakukan manipulasi data anak berarti telah merampas hak-
hak yang ada pada anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari 
orangtua, pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, serta 
sarana bermain yang nyaman sesuai dengan usianya. Selain itu juga 
dapat berdampak pada gangguan fisik dan psikologis pada anak korban 
manipulasi data. Dampak yang timbul juga pada anak adalah 
terganggunya pertumbuhan dan perkembangannya serta berdampak 
panjang pada masa depan anak karena tidak dapat membedakan antara 
yang salah dan yang benar akibat rendahnya tingkat pendidikan pada 
anak korban manipulasi data. 
 Manipulasi data anak adalah pemanfaatan terhadap anak secara 
tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa 
uang maupun yang setara nilainya dengan uang. Manipulasi data anak 
adalah segala bentuk dan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan baik laki-laki 
maupun perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun atau masih 





secara fisik dan psikis untuk mendapatkan keuntugan bagi orang atau 
kelompok akan tetapi merugikan bagi anak tersebut. 
 Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan 
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar 
setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, mereka 
perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. 
 Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan 
hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD 1945, 
peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun 
internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak 
anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
2. Pengertian Anak 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak secara 
etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 
yang belum dewasa.1 6 Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan 
yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubetras. Dalam pasal 
4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua 
berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. 
Kemudian , pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu 
berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat 
tumbuh dan berkembang secara wajar. 
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 Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam 
umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 
terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.1 7 Convention on The Right Of 
the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia 
melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah 
mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Anak sebagai makhluk social 
yang paling rentan dan lemah justru sering ditempatkan pada posisi 
yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk mengeluarkan 
pendapatnya, dan bahkan mereka sering menjadi korban manipulasi 
data, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.1 8 Oleh 
karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh baik itu 
dari masyarakat atau pemerintah. 
 Di Indonesia sendiri ada beberapa pengertian anak menurut 
perundang-undangan dan menurut para ahli. Pengertian anak menurut 
peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.1 9 
b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 
dan belum pernah kawin. 
c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak 
Dalam pasal 1 butir 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun dan belum pernah kawin.2 0 
d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak 
Mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam perkaran pidana atau 
perdata (nakal) telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 
18 tahun dan belum pernah kawin. 
e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Dalam Pasal 45 KUHPidana anak adalah yang umurnya belum 
mencapai 16 (enam belas) tahun. 
f. Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata 
Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak 
adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan  belum 
kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun 
dan belum menikah. Jika seorang anak telah menikah sebelum umur 
21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 
sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang 
yang telah dewasa dan bukan lagi anak-anak.2 1 
 Sedangkan menurut para ahli mendefinisikan anak sebagai berikut: 
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a. Menurut  The  Minimum Age  Convention  Nomor 138 tahun 1973, 
anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. 
b. UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia 
antara 0 sampai dengan 18 tahun. 
c. Menurut psikologi, anak adalah pekembangan anak dari masa bayi 
hingga usia lima atau enam tahun, perkembangan ini biasanya 
disebut dengan periode prasekolah, dan terus berkembang hingga 
masuk pada periode tahun sekolah. 
d. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam 
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan 
batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang 
menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk 
atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.2 2 
 Di Indonesia peraturan perundang-undangan memang tidak 
seragam dalam menentukan batasan usia yang dapat dikatakan sebagai 
anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut memiliki 
sisi pandangan yang berbeda tergantung situasi dan kondisi dalam 
pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Batasan umur 
anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena 
dipergunakan untuk mengetahui seseorang (anak) yang di duga 
melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Pengertian 
anak memiliki arti yang sangat luas, sehinggan anak dikategorikan 
dalam beberapa kelompok usia yakni masa anak anak (berumur 0-12 
tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 
21-25 tahun). Pada masa perkembangan dan pertubuhan anak-anak itu 
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sendiri cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan 
orang lain karena anak-anak cenderung melihat orang-orang 
disekitarnya dan emosi seorang anak sangat tajam dan sensitif. Pada 
masa itu juga seorang akan melakukan interaksi dengan lingkungannya 
dan mencari teman sebayanya. Sehingga pada masa ini pula 
perkembangan anak akan berkembang pesat dalam segala bidang, baik 
itu pada bidang tekhnologi, pendidikan, perasaan, kecerdasan, sifat 
sosial  dan kepribadiannya. 
3. Hak-Hak Anak 
 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan 
perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.2 3 Perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai 
golongan yang rentan terhadap tindak kekerasan ataupun manipulasi 
data memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana 
diketahui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang merupakan 
hak dasar  yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 
universal, dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi,dihormati, 
                                                          





dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh 
siapapun.2 4 Begitu juga dengan anak memiliki hak, namun anak 
memiliki hak-hak khusus karena keterbatasan kemampuan yang 
dimilikinya sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian 
menyadarkan setiap orang bahwa perlindungan terhadap hak anak 
mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang 
lebih baik. 
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 
anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa memilki peran strategis, ciri, dan sifat khusus 
sehinggan wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia. Oleh karena itu sangat penting bagi anak untuk mendapatkan 
perlakuan dengan cara yang baik untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya. Berkaitan dengan itu perlu untuk diketahui hak-hak 
dan kewajiban anak itu sendiri. Terhadap pemenuhan haknya, seorang 
anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan 
pengalamannya yang masih terbatas. Oleh karena itu orang dewasa, 
khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-
hak anak. 
 Di Indonesia hak-hak anak secara umum ditentukan dalam Pasal 4 
sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :2 5 
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1) Dalam pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi; 
2) Dalam pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas 
diri dan status kewarganegaraan; 
3) Dalam pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; 
4) Dalam pasal 7 : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri; 
5) Dalam pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 
spiritual, dan sosial; 
6) Dalam pasal 9 ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan 
dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 
7) Dalam pasal 9 ayat 2 : Bagi anak yang menyandang cacat juga 
berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak 
yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 
khusus; 
8) Dalam pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 





9) Dalam pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 
memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, 
bermain, berekreasi, dan berkreas sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 
10) Dalam pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak 
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial; 
11) Dalam pasal 13 : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 
wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
diskriminasi, manipulasi data, baik ekonomi maupun seksual, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak 
adilan, dan perlakuan salah lainnya; 
12) Dalam pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang 
tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang 
sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; 
13) Dalam pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan 
dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, 
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan 
pelibatan dalam peperangan; 
14) Dalam pasal 16 ayat 1 : Setiap anak berhak memperoleh 
perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 





15) Dalam pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh 
kebebasan sesuai dengan hukum; 
16) Dalam pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan, atau tindak 
pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 
yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; 
17) Dalam pasal 17 ayat 1 : Setiap anak yang dirampas kebebasannya 
berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan 
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan 
upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh 
keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 
dalam sidang tertutup untuk umum; 
18) Dalam pasal 17 ayat 2 : Setiap anak yang menjadi korban atau 
pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 
berhak dirahasiakan; dan 
19) Dalam pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 
tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 
lainnya. 
 
4. Bentuk-Bentuk Manipulasi Data terhadap Anak 
 Adapun bentuk-bentuk manipulasi data anak menurut 
Soesilo antara lain:2 6 
a. Membuat data palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak 
benar). 
                                                          






b. Memalsukan data: mengubah data sedemikian rupa sehingga 
isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-
macam, tidak senantiasa data itu diganti dengan yang lain, dapat 
pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah 
sesuatu dari data tersebut. 
c. Memalsukan tanda tangan juga termasuk memalsukan data. 
d. Penempelan foto orang lain. 
e. Memakai nama orang lain. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan 
1. Pengertian Panti Asuhan 
 Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa:  
“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 
kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan 
penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan 
pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga 
memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi 
perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai 
bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang 
akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.” 2 7
 Kesimpulan dari uraian di atas bahwa panti asuhan merupakan 
lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan 
pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan 
sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan 
                                                          





yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai 
dengan harapan. 
2. Tujuan Panti Asuhan 
 Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik 
Indonesia yaitu: 2 8 
a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi 
pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan 
membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta 
mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota 
masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik 
terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. 
b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di 
panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang 
berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan 
kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.  
 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan 
adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada 
anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. 
3. Fungsi Panti Asuhan  
 Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan 
anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti 
asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:2 9 
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a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. 
 Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, 
pengembangan dan pencegahan: 
 Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk 
mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini 
mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan 
fasilitasfasiltias khusus yang ditujukan demi tercapainya 
pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan 
bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya. 
 Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak 
dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula 
bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan 
keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari 
kemungkinan terjadinya perpecahan. 
 Fungsi pengembangan menitik beratkan pada keefektifan peranan 
anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang 
lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatankegiatan yang 
dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada 
pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan 
penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan 
kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan 
situasi dan kondisi lingkungan. 
 Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap 
lingkungan sosial anak asuh yang ebrtujuan di satu pihak dapat 





menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk 
mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar. 
b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan 
sosial anak. 
c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi 
penunjang). 
 Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga 
dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak 
remaja. 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti 
asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan 
pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak. 
4. Fasilitas dalam Panti Asuhan 
 Panti asuhan harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, 
sehat, dan aman bagi anak asuh untuk mendukung pelaksanaan 
pengasuhan. Beberapa fasilitas yang wajib disediakan dalam panti 
asuhan antara lain fasilitas yang mendukung privasi anak sebagai 
fasilitas primer, fasilitas-fasilitas pendukung, dan pengaturan staf panti 
asuhan beserta pihak pengelolanya. 
a. Fasilitas yang mendukung privasi anak 
 Mencakup bagaimana panti asuhan sanggup menyediakan ruang-
ruang yang sanggup mengoptimalkan kenyamanan masingmasing 
anak asuh dalam memenuhi kebutuhan dan aktivitas yang sifatnya 
pribadi/privat. Beberapa kriteria yang harus disediakan panti asuhan 
untuk menunjang aspek privasi anak asuh penghuni panti asuhan 





• Panti asuhan menyediakan tempat tinggal yang dapat memenuhi• 
kebutuhan dan privasi anak, di mana tempat tinggal dan ruang 
tidur antara anak laki-laki dan perempuan dibedakan/dipisah. 
• Panti asuhan menyediakan tempat tinggal untuk pengasuh agar 
pengasuh bisa memantau aktivitas anak sepanjang hari termasuk 
di malam hari (pengawasan selama 24 jam dan kontinu). 
• Panti asuhan harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 m2 
untuk 2 (dua) anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan 
barang pribadi anak. 
• Panti asuhan harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan 
perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang 
sama dengan bangunan tempat tinggal anak. 
• Tersedianya toilet yang aman, bersih, dan terjaga privasinya 
untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di 
dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak. 
b. Fasilitas Pendukung 
 Fasilitas pendukung merupakan beberapa fasilitas-fasilitas yang 
sifatnya untuk kepentingan bersama/komunal. Fasilitas yang sifatnya 
semi publik dan publik. Dalam panti asuhan, fasilitasfasilitas 
pendukung yang perlu diupayakan mencakup beberapa kriteria 
sebagai berikut: 
• Tersedianya ruang makan yang bersih dengan perlengkapan 
makan sesuai dengan jumlah anak asuh penghuni panti asuhan.   
• Panti asuhan harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan 
panti asuhan untuk semua jenis agama yang dianut anak yang 





• Panti asuhan harus menyediakan ruang kesehatan yang bisa 
memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, 
perlengkapan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan 
kebutuhan penyakit anak. 
• Panti asuhan harus menyediakan ruang belajar dan perpustakaan 
dengan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari. 
• Panti asuhan perlu menyediakan ruang bermain, olahraga, dan 
kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan 
bakat anak. 
• Panti asuhan menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh 
anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi 
dengan pekerja sosial atau pengurus panti. Atau bisa juga 
digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin 
menyendiri. 
• Panti asuhan perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, 
dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan 
berkunjung. 
• Dalam kaitannya dengan kesiapan menghadapi bencana, panti 
asuhan berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak serta 
membelajarkan anak, pengurus dan staf panti asuhan untuk 
mengantisipasi dan menghadapi berbagai resiko bencana baik 
alam maupun sosial. 
c. Pengaturan staf dan pengelola panti asuhan 
 Panti asuhan harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi 
jumlah, kompetensi dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. 





dan jumlah staf sesuai dengan pelayanan yang disediakan wajib 
untuk dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan 
sosial anak. Unsur pelaksana utama pengadaan staf yaitu pengasuh 
dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas 
kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak. Dukungan dari 
pihak panti asuhan diberikan dalam bentuk fasilitas kerja dan 








 Dalam mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut : 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research 
kualitatif, dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber 
dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu “ 
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa 
yang dinyatakan responnden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.3 6 
 Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan 
secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrumen penting yang secara 
langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek yang diteliti.3 7 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Panti 
Asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena 
dari hasil pengamatan penulis menemukan adanya dugaan manipulasi data anak di 
panti asuhan ini. Selain itu, dipanti asuhan ini dapat memudahkan penulis dalam 
memperoleh data-data dalam penelitiannya karena jarak panti asuhan yang 
terjangkau. 
 
                                                          
 
3 6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: UI Press, 1996), 





B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif (Syari), yuridis dan sosiologis.  
1. Pendekatan Normatif ( Syari ) yaitu pendekatan masalah yang berpedoman 
pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa al-Qur’an, hadis, 
maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan manipulasi data anak 
di panti asuhan.  
2. Pendekatan Yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan yang 
terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
3. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep 
dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan 
ini melihat kejadian atau peristiwa yang muncul dalam suatu masyarakat. 
 
C. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, peneliti akan menngeksporasikan jenis data kualitatif 
yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati. 
Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan 
dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, 
sekunder dan tersier. 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. 
Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dari pihak-pihak yang 
mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta 
dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.3 8 
                                                          
 
3 8 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 





2.   Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) dan (field research) yakni dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat 
para ahli terkait masalah yang diteliti.3 9 
3.   Data Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-
kamus dan ensiklopedia. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 
penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode 
wawancara dan penelitian kepustakaan (field research). 
1. Metode Wawancara ( Interview ) yaitu metode yang dilakukan penulis 
untuk mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung 
dengan masalah yang diteliti. Interview bertujuan untuk menggali secara 
mendalam pandangan pihak-pihak terkait terhadap suatu objek dalam 
penelitian, disini juga terjadi interaksi antara peneliti dan pihak-pihak 
terkait dengan mengadakan kegiatan mengumpulkan data dan 
mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu sebagai bahan kajian. 
2. Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan 
objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat 
dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 
dilakukan. 
                                                          
 3 9 Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-





3. Metode Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan peneliti untuk 
mengumpulkan sejumlah besar fakta yang tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi.   
 
E. Instrumen Penelitian 
 Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri 
karena peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan 
menggunakan: 
1. Peneliti merupakan instrument yang efektif untuk mengumpulkan data.4 0 
2. Pedoman wawancara adalah dasar yang dilakukan peneliti untuk 
memperoleh informasi dari informan berupa daftar pertanyaan. 
3. Tape recorder ( rekaman suara ) adalah alat yang digunakan untuk 
merekam semua percakapan antara peneliti dan informan. 
4. Dokumentasi ( kamera ) adalah alat yang digunakan untuk memotret saat 
melakukan wawancara sebagai dokumentasi atau bukti penelitian. 
  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam 
yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi 
obyek penelitian. 
 
                                                          
4 0 Tohirin, Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 





G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka 
peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 
ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan 
kredibilitas data sehingga proses dan hasil penelitian dapat diterima dan 
dipercaya. 
2. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  
contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 
wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat 
dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 
wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan  referensi untuk 
memberikan penjelasan apakah hasil penelitian penulis ini dapat 





MANIPULASI DATA ANAK DI PANTI ASUHAN NUR AKBAR 
SUNGGUMINASA 
A. Gambaran Umum Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
1. Sejarah Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa  
Panti asuhan adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap 
anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar 
dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun 
spiritual, meliputi : sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 
Panti asuhan didirikan untuk membina dan mendidik serta memelihara 
anak-anak agar mendapat kehidupan yang layak baik dari segi ekonomi, 
sosial dan pendidikan demi masa depan mereka.  
Sesuai dengan fungsinya, maka didirikanlah sebuah panti asuhan anak 
yang bernama panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa 
yang didirikan pada tahun 2008 oleh sepasang suami istri bernama 
Safaruddin dan Rostina. Mulanya sepasang suami istri ini hanya warga biasa 
yang merantau  dari kampung halaman di Palopo ke Gowa. Dari kampung 
halamannya ada beberapa anak yang ikut bersama sepasang suami istri ini 
hingga akhirnya berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan yang 
menampung anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak-anak miskin dan 
terlantar di daerah Pallangga, kemudian pindah ke Sungguminasa karena 
rumah yang ditempati di daerah pallangga hanya rumah kontrakan. Pada 
tanggal 21 Oktober 2010 Dinas Sosial memberikan surat keterangan 
terdaftar pada Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa yang sekarang 





Akbar “ yang  sekarang terletak di Jl. Andi Mallombassang No.65 yang 
dipimpin oleh Bapak Safaruddin dan Pembina (Pengasuh anak panti asuhan) 
adalah Ibu Rostina.3 8 
Awal mula didirikannya panti asuhan ini hanya ada beberapa anak 
saja yang berasal dari berbagai daerah, kemudian jumlah penghuni panti 
semakin bertambah. Ada yang dari bayi dipelihara di panti asuhan ini, ada 
juga yang baru beberapa tahun belakangan ini menjadi penghuni panti 
asuhan, dan ada pula yang telah hidup mandiri setelah beberapa tahun 
tinggal dan dipelihara di panti asuhan ini. Sekarang jumlah keseluruhan 
anak di panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa berjumlah 30 orang anak 
dari latar belakang yang berbeda. Dari 30 orang anak ini, ada beberapa anak 
yang menjadi anak asuhan di luar panti asuhan, ada juga beberapa anak 
yang masih lengkap orangtuanya dengan latarbelakang ekonomi menengah 
keatas akan tetapi dititpkan di panti asuhan ini guna untuk mendapatkan 
pendidikan gratis dan berbagai alasan lain. 
2. Letak Geografis 
Panti Asuhan Nur Akbar terletak di Jl. Andi Mallombassang 
Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu Kelurahan Sungguminasa, yang 
berhadapan langsung dengan Kantor KPU Gowa, disebelah kirinya kantor 
Sahabat (Peminjaman Modal Usaha) dan disebelah kanannya kantor Dinas 
Komunikasi dan Informatika Statistik dan Permadaian. Panti Asuhan Nur 
Akbar letak tidak jauh dari letak Balla Lompoa Gowa, kira-kira jarak Panti 
Asuhan Nur Akbar ke Balla Lompoa hanya 20 meter. 
 
                                                          
 
3 8 Ibu Rostina (38 Tahun),  pengelola panti asuhan “Nur Akbar”, wawancara, 
sungguminasa, pada Sabtu 15 September 2018. 
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3. Visi dan Misi Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
Visi dari panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa ini yaitu : 
“ Dalam pelayanannya berusaha mewujudkan dan meningkatkan 
fungsi maupun kualitas sosial klien sebagai sumber daya manusia yang 
produktif dan berkualitas tinggi “. 
Sedangkan misi dari panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa  ini yaitu: 
1) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang lebih baik. 
2) Berusaha membangun semangat dan moral, sikap mental sosial serta 
meningkatkan keterampilan kerja, ilmu pengetahuan umum lainnya. 
3) Berusaha meningkatkan Sumber daya manusia pengelola LKSA ( 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ) secara kuantitas maupun kualitas 
agar dapat tercapai pelayanan prima. 
4) Senantiasa menjalin hubungan kerja yang baik antara lembaga dan 
instansi terkait ( Lintas Sektoral ).3 9 
4. Sarana dan Prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 
Panti asuhan harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, 
sehat, dan aman bagi anak asuhnya untuk mendukung pelaksanaan 
pengasuhan. Beberapa fasilitas yang wajib disediakan dalam panti asuhan 
antara lain fasilitas yang mendukung privasi anak sebagai fasilitas primer, 
fasilitas fasilitas pendukung, dan pengaturan staf panti asuhan beserta pihak 
pengelolanya. 
Adapun fasilitas yang terdapat di panti asuhan Nur Akbar antara lain : 
                                                          
 





a. 5 kamar tidur 
b. 1 kamar mandi 
c. Dapur dan ruang makan 
d. Ruang belajar dan bermain 
e. Tv 
5. Struktur Organisasi Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
Adapun struktur organisasi lembaga kesejahteraan sosial anak 

















                                                          
 
4 0
 Sumber data panti asuhan “Nur Akbar” Sungguminasa Kab.Gowa, 2018. 
 
Penasehat 
• Bupati Kab. Gowa 
• Ketua DPRD Kab. 
Gowa 
• Kepala Dinas Sosial 
Kab. Gowa 
• Camat Somba Opu 
• Lurah Sungguminasa 
Pelindung 
• Kapolresta Kab. Gowa 
• KODIM 1409 Kab. 
Gowa 
• Kapolsek Kec. Somba 
Opu 



































Daftar Nama Anak Binaan LKSA “ Nur Akbar “ ( Tabel 1 )4 2 
 
No Nama Tempat 
Tanggal Lahir 
Umur Pendidikan Status 
1 
Srianti Pulau Buaya, 
05-01-2005 




Mariri Rusyadi Jeneponto, 02-
10-2010 
8 tahun SD Masih 
memiliki 
orangtua 
                                                          
 
4 1 Sumber data panti asuhan “Nur Akbar” Sungguminasa Kab.Gowa, 2018. 































Nurul Annisa Makassar, 14-
12-2001 




















15 tahun SMP Yatim 
piatu 
10 
Rama Setiawan Sabbang, 18-
10-2005 








Erika Lestari Tuara, 07-07-
2004 
13 tahun SMP Yatim 
13 
Muh. Rifatul Rompu, 16-08-
2008 
9 tahun SD Yatim 
14 
M. Yaris Sungguminasa, 
07-02-2014 






M. Andrian Sungguminasa, 
07-02-2005 































Daftar Nama Anak Binaan diluar LKSA “ Nur Akbar “ (Tabel 2)4 3 
 
No Nama Tempat 
Tanggal Lahir 
Umur Pendidikan Status 
1 M. Ramadan Sungguminasa, 
23-07-2014 





2 Ika Purnamasari Sungguminasa, 
26-06-2002 
16 tahun SMA Masih 
memiliki 
orangtua 
3 Nurzai Sabila Sungguminasa, 
03-08-2014 





4 Muh. Ikhsan Sungguminasa, 
20-05-2007 
11 tahun SD Masih 
memiliki 
orangtua 
5 Abrian Bone, 06-06-
2010 
8 tahun SD Masih 
memiliki 
orangtua 
6 Najwa Amelia  Sungguminasa, 
20-06-2010 
8 tahun SD Masih 
memiliki 
orangtua 
7 M. Putra Adam Sungguminasa, 
23-07-2014 





 Dari daftar nama-nama anak binaan LKSA “Nur Akbar” diatas sebagian 
besar berstatus masih memiliki kedua orangtua dan dari latar belakang yang 
berbeda. Ada beberapa anak dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, 
dan ada juga beberapa anak dari latar belakang keluarga yang mampu. Akan 
tetapi, kebanyakan anak yang tinggal di panti asuhan “Nur Akbar” berasal dari 
keluarga yang berlatar belakang ekonomi menengah keatas (mampu). 
 Anak yang tinggal di panti asuhan Nur Akbar, setelah lulus Sekolah 
Menengah Atas (SMA) boleh kembali kepada kedua orangtuanya untuk 
                                                          
 






melanjutkan pendidikan dan boleh tetap tinggal di panti asuhan Nur Akbar dan 
mencari kerja disana. Tapi sebagian besar anak panti asuhan Nur Akbar kembali 
kepada kedua orangtuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang 
lebih tinggi, karena di panti asuhan Nur Akbar hanya menyekolahkan anak 
asuhannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Daftar Nama Anak Binaan LKSA “ Nur Akbar “ tahun 2015-2017 yang kembali 
kepada kedua orangtuanya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 
tinggi. (Tabel 3)4 4 
No Nama Tahun Status 
1. Lisda 2015 Memiliki orangtua 
2. Alvian 2015 Memiliki orangtua 
3. Riska 2015 Memiliki orangtua 
4. Candra 2015 Memiliki orangtua 
5. Malfin 2015 Memiliki orangtua 
6. Armin 2015 Memiliki orangtua 
7. Irsan 2015 Memiliki orangtua 
8. Reski 2016 Memiliki orangtua 
9. Asri 2016 Memiliki orangtua 
10. Ani 2016 Memiliki orangtua 
11. Indah 2017 Memiliki orangtua 
12. Asriani 2018 Memiliki orangtua 
 
                                                          
 
4 4 Sumber data: Dokumen panti asuhan “Nur Akbar” Sungguminasa Kab. Gowa, 2018. 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Manipulasi Data Anak di Panti 
Asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
 Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program 
pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka 
menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan 
dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di 
masyarakat. Dalam pasal 55 (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 
dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan 
anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak 
yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, dan yatim piatu. 
 Maksud dari pendirian panti asuhan adalah untuk membantu dan sebagai 
pengganti orangtua bagi anak yang terlantar maupun anak yatim, piatu dan anak 
yatim piatu untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih 
saying, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. 
 Tapi sayangnya masih banyak panti asuhan yang menyeleweng dari 
fungsinya sebagai penyantunan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu 
ataupun anak terlantar. Dilihat dari banyaknya panti asuhan yang tidak hanya 
merawat dan mengasuh anak yatim, piatu dan yatim piatu ataupun anak terlantar, 
akan tetapi mengambil dan menempatkan anak dari sanak saudara, tetangga, dan 
kerabatnya untuk tinggal di panti asuhan dengan berbagai alasan seorang anak 
ditempatkan di panti asuhan karena kehilangan orangtua, mengalami kekerasan 
dalam keluarga biologis, anak ditelantarkan maupun anak dititipkan karena 
keluarga asal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai anak. 
 Mudahnya mendapat izin dari pemerintah untuk pendirian panti asuhan 





anak yang semestinya mendapat perlindungan dari Negara atau lembaga, seperti 
anak yatim, piatu, yatim piatu ataupun anak terlantar. Apalagi panti asuhan yang 
didirikan di kawasan elit, pasti sangat mudah perizinannya. 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, benar adanya 
pemanipulasian data anak panti asuhan untuk memperoleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya dari dana yang diperoleh panti asuhan. Semakin banyak anak 
yang terdaftar di panti asuhan itu maka akan semakin banyak dana yang diperoleh 
panti asuhan. Perolehan dana di panti asuhan bersumber dari dana pemerintah 
baik dari dana bantuan sosial Gubernur, bantuan dari Kementrian Agama, bantuan 
dari Dinas Sosial, dan bantuan dari Pemerintah Daerah. Selain itu dana yang 
diperoleh panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa juga bersumber dari dana 
Donatur, masyarakat, dan para relawan panti asuhan. Dana yang diperoleh panti 
asuhan Nur Akbar Sungguminasa kemudian di kumpulkan untuk membuka usaha 
di kampung halaman Pembina panti asuhan, seperti usaha ternak sapi, ayam, 
kambing, kebun coklat dan lain sebagainya.4 5 
 Adapun faktor yang mendorong terjadinya manipulasi data anak panti 
asuhan Nur Akbar Sungguminasa adalah untuk menarik simpati para donator, 
masyarakat, dan relawan maupun pemerintah untuk memberikan dana yang besar 
kepada panti asuhan. Selain itu faktor lainnya adalah untuk mengembangkan panti 
asuhan yang dibangunnya, untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan 
mengembangkan usaha yang dibangunnya di kampung halaman, untuk 
menyekolah anak-anak yang tinggal di panti asuhan dengan biaya yang sedikit. 
 Memanipulasi data merupakan tindakan yang melanggar undang-undang 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi: “ Barang siapa 
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membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu 
hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam 
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Selain tindakan yang melanggar 
undang-undang, memanipulasi juga merupakan tindakan yang menyimpang dari 
perintah Allah swt, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ma’uun/107:1-3. 
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Terjemahnya : 
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?.Itulah orang yang 
menghardik anak yatim,Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang 
miskin”. 
Berdasarkan dari ayat diatas menjelaskan bahwa memanipulasi 
kesengsaraan anak yatim dan hak orang miskin demi kepentingan mereka sendiri 
itu dianggap sebagai perbuatan menipu agama. 
Tingginya jumlah anak yang tinggal di panti asuhan dengan status masih 
memiliki orangtua, baik keduanya atau  hanya satu. Mengindikasikan bahwa 
penyebab utama munculnya anak yang dititpkan atau tinggal di panti asuhan 
adalah alasan ekonomi keluarga. Panti asuhan seolah menjadi harapan bagi 
orangtua agar anak-anak mereka bisa hidup, makan, dan bersekolah tanpa 
memikirkan biaya hidup yang akan dikeluarkannya dan tanpa memikirkan 
dampak yang akan terjadi pada anak jika tinggal di panti asuhan. Meskipun 
banyak panti asuhan yang memberikan pelayanan pengasuhan, pendidikan, gizi, 
dan tempat tinggal yang layak bagi anak, tetapi tempat terbaik bagi anak tumbuh 





 Penyediaan fasilitas pendidikan dan jaminan gizi masih menjadi fokus 
utama dari kebanyakan panti asuhan yang ada di Indonesia. Sementara itu konsep 
pengasuhan anak masih cenderung terabaikan. Anak-anak di panti asuhan 
cenderung memiliki latar belakang permasalahan yang sama yaitu “sama-sama 
dititipkan dan ditelantarkan di panti asuhan“ oleh orangtua  yang seharusnya 
memberikan perlindungan dan pengasuhan. Secara psikologis dan sosial mereka 
cenderung terabaikan, kurang perhatian dan kemungkinan besar mengalami 
persoalan kejiwaan yang fatal. Pentingnya konsep dan pola pengasuhan yang baik 
seharusnya menjadi fokus utama panti asuhan. 
Dampaknya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut kurang 
mendapatkan perhatian dari pengasuhan yang layak. Padahal, perhatian 
merupakan kebutuhan yang tak kalah penting bagi anak diusia mereka sehingga 
banyak penyakit psikologis dan sosial yang dialami oleh anak-anak yang tinggal 
di panti asuhan. Hal ini diperparah lagi dengan sering terjadinya penyelewengan 
dana bantuan oleh pengurus panti asuhan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga 
banyak ditemukan panti asuhan dengan kondisi yang menyedihkan, dikelola 
secara tidak professional, dan minim fasilitas. 
Adapun alasan-alasan orangtua menitipkan dan menempatkan anak di 
panti asuhan adalah untuk mengurangi biaya sekolah dan hidup anaknya di 
kampung halaman orang lain. Selain itu, karena masih adanya hubungan 
kekerabatan dengan pengelola panti asuhan atau keluarga dari pengelola panti 
asuhan, ada juga yang di perkenalkan dengan keluarga anak yang tinggal di panti 
asuhan dengan temannya yang memiliki anak yang ingin bersekolah dengan biaya 
yang sedikit karena faktor ekonomi.4 6 
                                                          
 
4 6 Muh. Nur Akbar (18 Tahun), Pembina Al-Gazali, wawancara, Sungguminasa Kab. 
Gowa, pada Senin 1 Oktober 2018. 
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 Budaya kemiskinan seakan menjadi pilihan yang dipahami dalam 
pengertian sederhana, yakni dalam keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat 
pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Padahal masalah 
kemiskinan adalah masalah yang sangat komplek, baik dari faktor penyebabnya 
maupun dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan tersebut. Dari kemiskinan 
inilah banyak orangtua yang tega menitipkan dan menempatkan anaknya di panti 
asuhan.4 7 
 Selain dari faktor diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan pembina 
panti asuhan yaitu ibu Rostina “ Beliau mengatakan bahwa anak yang tinggal atau 
dititipkan di panti asuhan Nur Akbar kebanyak dari mereka memang masih 
memiliki kedua orangtua akan tetapi ada yang orangtuanya bercerai, sehingga 
anak-anak mereka merasa kurang diperhatikan dan menjadikan panti asuhan 
sebagai tempat pelarian mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang, 
dan agar mereka tetap bisa bersekolah”.4 8 
 Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang  RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah 
Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali, dan lembaga sosial agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.4 9 
 Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan 
untuk bekerja dan al-Qur’an mendorong mereka melakukan usaha, serta 
mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam 
                                                          
 4 7 Ali Yafie, Nuansa Fiqih Sosial, (Bandung: Mizan,1995) h.10 
 4 8 Ibu Rostina (38 Tahun),  pengelola panti asuhan “Nur Akbar”, wawancara, 
Sungguminasa Kab. Gowa, pada Selasa 25 September 2018. 
 4 9 Ahmad Kamil, H.M Fauzan, Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia, 





menentukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar  dapat memberi dan 
memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.5 0 
 Allah swt memperingatkan manusia untuk menjaga dan merawat anaknya 
dengan baik, karena sesungguhnya anak adalah amanah dari Allah swt. sesuai 
dengan ayat al-Qur’an yang menyerukan tentang pemeliharaan anak yaitu dalam 
surah an-Nisa/ 4:9 
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Terjemahnya: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.5 1 
 
 Dewasa ini banyak orangtua yang kurang optimal dalam menjalankan 
tugasnya sebagai orangtua. Terbukti dengan banyaknya anak yang masih 
dititipkan atau menempatkan anak tinggal di panti asuhan. Anak yang dititipkan di 
panti asuhan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik 
fisik, mental, spiritual, maupun sosial.5 2 Kebutuhan fisik berupa jaminan tumbuh 
kembang anak dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah anak itu lahir, harus 
ada perawatan khusus untuk anak. Diantaranya, mendapat gizi yang cukup, rumah 
untuk tinggal serta pakaian yang layak. Kebutuhaan secara mental berupa 
terpenuhinya rasa kasih sayang dan perhatian dari orangtua maupun masyarakat, 
agar mereka berada dalam suasana yang penuh dengan kasih dan sayang, sehingga 
                                                          
 5 0 Baqir Syarif Qorashi, Keringat Buruh Hak dan Peran Bekerja dalam Islam, (Jakarta: 
Al-Huda, 2007), h.20. 
 5 1 Depag RI Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 
100. 
 
5 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 (Wacana 
Intelektual 2009), h. 176 
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anak sehat jasmani dan rohani. Diharapkan nantinya tumbuh mental yang kuat 
terhadap anak.5 3 Kebutuhan secara spiritual sesuai Undang-Undang Perlindungan 
Anak pasal 42 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap anak mendapatkan perlindungan 
untuk beribadah menurut agamanya”. 5 4 sedangkan kebutuhan sosial sesuai pasal 
56 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak 
menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan agar dapat berpartisipasi, bebas 
menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan perkembangan 
anak, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan 
perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, 
berekreasi, dan berkarya seni budaya, memenuhi sarana bermain yang memenuhi 
syarat kesehatan dan keselamatan.5 5 
 Adapun faktor yang mendorong anak tinggal di panti asuhan adalah karena 
faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Selain dari itu ada beberapa 
faktor yang ditemukan pula yaitu karena ikut-ikutan sama teman, ingin hidup 
bebas, tidak mau diatur terus menerus sama orangtua, jarak sekolah dari rumah 
jauh, untuk mengurangi biaya sekolah dan hidup, inisiatif sendiri karena kasihan 
sama orangtua, dan suasana rumah yang kurang baik. 
 
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Manipulasi Data Anak Di Panti 
Asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
                                                          
 5 3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 77-
78 
 5 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 42 Ayat 1, 
h. 189 







 Banyaknya panti asuhan yang memanipulasi data anak panti asuhan untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi harus mendapatkan perhatian terhadap 
pemerintah, masyarakat, dan Negara. Memanipulasi data anak kerap terjadi mulai 
dilihat dan dilakukan oleh organisasi atau lembaga terkecil. Perlindungan terhadap 
tindakan memanipulasi data anak panti asuhan haruslah mendapat perlindungan 
dari Negara, pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Jadi Negara, pemerintah, 
masyarakat, dan orangtua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak 
asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian 
pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan eksesibilitas bagi anak, terutama 
dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: 
1. Upaya yang dilakukan pemerintah 
Kurangnya kontribusi dari pemerintah maupun warganya sendiri 
mengakibatkan maraknya manipulasi data anak di panti asuhan. Menurut 
salah satu warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari panti asuhan 
mengatakan bahwa “Peran pemerintah serta masyarakat sangat dibutuhkan 
baik secara kelembagaan maupun perorangan yang dapat dimulai dari 
orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus 
bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi melakukan tindak 
manipulasi data terhadap anak di panti asuhan”.5 6 
 Ucapnya lagi dalam wawancara dengan penulis “Pemerintah harus lebih 
tegas dalam memberikan izin, mengontrol, memeriksa setiap panti asuhan agar 
tidak terjadi manipulasi data anak panti asuhan. Ia menjelaskan, pasal 34 ayat 1 
UUD 1945 menyebutkan bahwa, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara 
                                                          
 
5 6 Ibu Astina (39 Tahun),  masyarakat sekitar panti asuhan “Nur Akbar”, wawancara, 
Sungguminasa Kab. Gowa, pada Jum’at 5 Oktober  2018. 
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Negara. Kata “ terlantar “, menurutnya perlu dipertegas sehingga anak yatim 
termasuk didalamnya. Harapannya pemerintah akan memberikan perhatian dan 
tindakan yang serius terhadap operasional panti-panti asuhan. Pentingnya tugas 
pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap ancaman 
hukuman bagi oknum yang memanipulasikan data anak panti asuhan harus 
diberikan secara intensif khususnya bagi para pembina-pembina panti asuhan 
untuk mengingatkan agar tidak mudah melakukan pemanipulasian data anak panti 
asuhan karena ingin memperoleh keuntungan pribadi”.5 7  
 Ibu astina juga menekankan, di panti asuhan perlu dibedakan antara anak-
anak yang masih memiliki orang tua dan yang tidak memiliki orang tua atau anak 
yatim. Sebab, masih banyak orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan 
untuk dapat bersekolah dan mengurangi biaya hidup di kampung halaman orang 
lain. 
 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.5 8 
 Pemeriksaan terhadap panti asuhan adalah salah satu upaya untuk 
mencegah terjadinya manipulasi data anak di panti asuhan, karena masih banyak 
panti asuhan yang melakukan pemanipulasian data anak di panti asuhan untuk 
memperoleh kuentungan yang besar. Maka dari itu, kewajiban dan tanggungjawab 
                                                          
 
5 7 Ibu Astina (39 Tahun),  masyarakat sekitar panti asuhan “Nur Akbar”, wawancara, 
Sungguminasa Kab. Gowa, pada Jum’at 5 Oktober  2018. 
 
5 8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak 





Negara dan pemerintah dalam usaha pemeriksaan panti asuhan secara intensif 
harus dilakukan untuk merantas tindak pemanipulasian data anak di panti asuhan. 
2.   Upaya yang dilakukan masyarakat 
Masyarakat juga mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 
dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) yang 
berbunyi : “ Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga 
keagamaan, badan usaha, dan media massa.5 9  
3.   Upaya yang dilakukan orangtua 
Orangtua juga berperan penting dalam usaha perlindungan anak diatur 
dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
berbunyi : “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, 
memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai 
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada 
usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada anak”.6 0 
 Selain dari pada upaya diatas, ada beberapa upaya yang direkomendasi 
dari peneliti yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik manipulasi data 
anak di panti asuhan, diantaranya yaitu : 
1. Pendidikan moral dan agama. 
2. Sosialisasi tentang hak dan kesejahteraan anak. 
                                                          
 5 9 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002), opcit, h. 26 
 
6 0 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 
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3. Sosialisasi tentang bahaya dan dampak serta ancaman hukuman bagi pelaku 
manipulasi data anak di panti asuhan. 
4. Evaluasi terhadap anak binaan dan pengurus panti asuhan. 
5. Masyarakat dan aparat hukum lebih peka terhadap keadaan sekitar sehingga 
apabila terjadi kecurangan dengan memanipulasikan data anak di panti 
asuhan dapat dilakukan penanganan lebih cepat guna menghindari 
kemungkinan yang lebih buruk. 
 Pemerintah sebagai regulator mempunyai peran yang sangat penting dalam 
menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegakan hak 
asasi manusia terutama hak anak. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan 
oleh pihak yang memanipulasikan data anak dapat dikenakan pidana yang sesuai 
dan adil. 
 Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 
komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak berkewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 
1. Nondiskriminasi; 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
 Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 
 Jadi, pada dasarnya proses mencapai kesejahteraan haruslah dengan cara-





tersebut harus etis dan tidak boleh merugikan manusia individual manapun, 
jangan sampai kita mengeksploitasi anak hanya demi kepentingan pribadi, karena 
eksploitasi anak merupakan tindakan yang sangat tidak berkemanusiaan. 
 
D. Analisis Terhadap Manipulasi Data Anak di Panti Asuhan Nur Akbar 
Sungguminasa 
 Berdasarkan dari hasil survai dan pengamatan langsung di lapangan yakni 
di panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa yang dilakukan peneliti, benar adanya 
pemanipulasian data anak panti asuhan untuk memperoleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya dari dana yang diperoleh panti asuhan. Semakin banyak anak 
yang terdaftar di panti asuhan itu maka akan semakin banyak dana yang diperoleh 
panti asuhan. Namun sayangnya jumlah anak yang terdaftar dan jumlah anak yang 
tinggal atau menetap di panti asuhan tidak sesuai. Perolehan dana di panti asuhan 
bersumber dari dana pemerintah baik dari dana bantuan sosial Gubernur, bantuan 
dari Kementrian Agama, bantuan dari Dinas Sosial, dan bantuan dari Pemerintah 
Daerah. Selain itu dana yang diperoleh panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa 
juga bersumber dari dana Donatur, masyarakat, proposal dan para relawan panti 
asuhan. Dana yang diperoleh panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa kemudian di 
kumpulkan untuk membuka usaha di kampung halaman Pembina panti asuhan, 
seperti usaha ternak sapi, ayam, kambing, kebun coklat dan lain sebagainya. 
 Pemanipulasian data anak di panti asuhan dilakukan karena ada beberapa 
faktor yang mendorong hal tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan yang 
besar dari hasil dana yang diperoleh panti asuhan, untuk menarik simpati 
pemerintah, para donator, masyarakat, dan para relawan, untuk mengembangkan 
panti asuhan yang didirikan, untuk mengembangan usaha ternak dan lain 
60 
 
sebagainya di kampung halaman dengan menggunakan dana dari panti asuhan, 
untuk menyekolahkan anak-anak yang berasal dari kampung halamannnya.  
Berdasarkan dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian bahwa 
anak yang masih memiliki orangtua dan menitipkan anaknya di panti asuhan Nur 
Akbar Sungguminasa berjumlah 13 orang anak dengan latar belakang ekonomi 
menengah keatas. Anak yang dititipkan di panti asuhan bukan semata-mata 
disebabkan oleh anak secara perseorangan saja, tetapi juga karena dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan tempat mereka berada, yakni lingkungan yang paling dekat 
dengan anak tersebut berinteraksi adalah keluarga dan masyarakat. Dan faktor 
penyebab orangtua menitipkan anaknya di panti asuhan bukan semata-mata 
karena faktor ekonomi akan tetapi berbagai faktor lainnya seperti jarak rumah dan 
sekolah yang terlalu jauh dan akses untuk ke sekolah yang tidak memadai, untuk 
mengurangi biaya hidup di kampung orang, untuk dapat bersekolah tanpa 
memikirkan biaya sekolah, adanya hubungan kekerabatan dengan pengurus panti 
asuhan, inisiatif sendiri karena kasihan sama orangtua, ikut-ikutan sama 
teman/pengaruh teman, ingin hidup bebas, mencari pengalaman, dan suasana 
rumah yang kurang baik. 
 Paparan dari salah satu anak panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa, 
mengatakan bahwa dia tinggal di panti asuhan karena merasa nyaman, ingin hidup 
bebas tanpa tekanan dari keluarga, dan tinggal disana dapat mengurangi beban 
perekonomian keluarganya karena tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk 
biaya hidupnya. Meski masih memiliki kedua orangtua dan keluarga tetapi karena 
keluarga yang kurang harmonis membuatnya harus memilih untuk tinggal di panti 






 Menurut penulis apapun alasan orangtua atau keluarga menitipkan 
anaknya di panti asuhan itu adalah tidak benar karena menitipkan atau 
menempatkan anak di panti asuhan merupakan perbuatan yang dapat merugikan 
anak. Disatu sisi memberikan keutungan bagi pembina panti asuhan karena 
mendapatkan dana bantu dari berbagai pihak dengan adanya anak yang tinggal di 
panti asuhan, selain pembina panti asuhan juga orang tua dari anak yang tinggal di 
panti asuhan juga mendapat keuntungan karena tidak harus mengeluarkan biaya 
yang besar untuk menyekolahkan anak dan tinggal di kampung halaman orang 
lain. Dalam Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, 
kesejahteraan, perlindungan dan pemeliharaan anak. Hal itu tergambar dari 
beberapa ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk mengasihi, menyayangi dan 
melindungi anak, diantaranya yaitu : 
1. QS. an-Nisa/4:9 yang berbunyi : 
|·÷‚u‹ ø9 uρ šÏ% ©!$# öθs9 (#θä. t s? ôÏΒ óΟ ÎγÏ ù= yz Zπ−ƒÍh‘ èŒ $¸≈ yèÅÊ (#θèù% s{ öΝ ÎγøŠn= tæ (#θà) −G u‹ù= sù ©! $# (#θä9θà) u‹ ø9uρ 
Zωöθs% # ´‰ƒÏ‰ y™ ∩∪     
 
Terjemahnya: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan Perkataan yang benar “. 
 
2. QS. al-Isra’/17:31 yang berbunyi : 
Ÿωuρ (# þθè= çG ø) s? öΝä. y‰≈s9 ÷ρr& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ßøt ªΥ öΝßγè% ã— ö tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn= ÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ ôÜ Åz # ZÎ6x. ∩⊂⊇∪     
 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. 
 Panti asuhan (LKSA) adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 
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pada anak yang terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan 
anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orangtua / wali anak dalam 
memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga 
memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai sesuai dengan 
pengembangan kepribadiannya sebagai generasi penerus bangsa. 
 Namun pada kenyataannya di lapangan, panti asuhan tidak lagi menjadi 
suatu lembaga pengganti fungsi orangtua bagi anak-anak yang terlantar akan 
tetapi menjadi wali dari orangtua yang menitipkan anaknya di panti asuhan. Panti 
asuhan tidak lagi mengasuh anak-anak yang terlantar yang membutuhkan kasih 
sayang dan perhatian yang lebih. Akan tetapi panti asuhan lebih banyak mengasuh 
anak-anak yang masih memiliki kedua orangtua maupun salah satu orangtua 
mereka dari latar belakang yang boleh dikata cukup untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan anaknya. Dengan kata lain panti asuhan bukan lagi suatu lembaga 
kesejahteraan sosial bagi anak terlantar akan tetapi lebih kepada rumah penitipan 
anak.  
 Dari hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian faktor penyebab 
terjadinya manipulasi data anak di panti asuhan yaitu : Pertama, untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar dari dana panti asuhan; Kedua, untuk 
menarik simpati pemerintah, para donator, masyarakat, dan para relawan panti 
asuhan ; Ketiga, untuk mengembangkan panti asuhan; Keempat, untuk 
mengembangkan usahanya di kampung halaman; Kelima, untuk menyekolahkan 







1. Berdasarkan dari hasil survai dan pengamatan langsung di lapangan yakni 
di panti asuhan Nur Akbar Sungguminasa yang dilakukan peneliti, benar 
adanya pemanipulasian data anak panti asuhan untuk memperoleh 
keuntungan yang sebesar-besarnya dari dana yang diperoleh panti asuhan. 
Semakin banyak anak yang terdaftar di panti asuhan itu maka akan 
semakin banyak dana yang diperoleh panti asuhan. Namun sayangnya 
jumlah anak yang terdaftar dan jumlah anak yang tinggal atau menetap di 
panti asuhan tidak sesuai. Perolehan dana di panti asuhan bersumber dari 
dana pemerintah baik dari dana bantuan sosial Gubernur, bantuan dari 
Kementrian Agama, bantuan dari Dinas Sosial, dan bantuan dari 
Pemerintah Daerah. Selain itu dana yang diperoleh panti asuhan Nur 
Akbar Sungguminasa juga bersumber dari dana Donatur, masyarakat, 
proposal dan para relawan panti asuhan. Dana yang diperoleh panti asuhan 
Nur Akbar Sungguminasa kemudian di kumpulkan untuk membuka usaha 
di kampung halaman Pembina panti asuhan, seperti usaha ternak sapi, 
ayam, kambing, kebun coklat dan lain sebagainya. 
Pemanipulasian data anak di panti asuhan dilakukan karena ada 
beberapa faktor yang mendorong hal tersebut yakni untuk mendapatkan 
keuntungan yang besar dari hasil dana yang diperoleh panti asuhan, untuk 
menarik simpati pemerintah, para donator, masyarakat, dan para relawan, 
untuk mengembangkan panti asuhan yang didirikan, untuk mengembangan 





menggunakan dana dari panti asuhan, untuk menyekolahkan anak-anak 
yang berasal dari kampung halamannnya.  
2. Untuk mencegah terjadinya manipulasi data anak di panti asuhan, maka 
semua pihak-pihak yang berkaitan harus berperan aktif didalamnya, baik 
dari pihak orangtua, masyarakat, maupun Negara. Perlu adanya 
pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak dalam kehidupan 
masyarakat. Baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 
Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah pendidikan moral dan 
agama, sosialisasi tentang hak dan kesejahteraan anak, sosialisasi tentang 
bahaya dan ancaman hukuman bagi pelaku manipulasi data anak, evaluasi 
terhadap anak binaan dan pengurus panti asuhan, serta masyarakat dan 
aparat hukum lebih peka terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi 
kecurangan di panti asuahan dengan memanipulasi data anak sehingga 
dapat dilakukan penanganan lebih cepat guna menghindari kemungkinan 
yang lebih buruk. 
3. Dalam Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, 
kesejahteraan, perlindungan dan pemeliharaan anak. Hal itu tergambar dari 
beberapa ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk mengasihi, 
menyayangi dan melindungi anak, diantaranya yaitu : 
1) QS. an-Nisa/4:9 yang berbunyi : 
|·÷‚u‹ ø9 uρ šÏ% ©!$# öθs9 (#θä. t s? ôÏΒ óΟ ÎγÏ ù= yz Zπ−ƒÍh‘ èŒ $¸≈ yèÅÊ (#θèù% s{ öΝ ÎγøŠn= tæ (#θà) −G u‹ù= sù ©! $# (#θä9θà) u‹ ø9uρ 





“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan Perkataan yang benar “. 
 
2) QS. al-Isra’/17:31 yang berbunyi : 
Ÿωuρ (# þθè= çG ø) s? öΝä. y‰≈s9 ÷ρr& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ßøt ªΥ öΝßγè% ã— ö tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn= ÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ ôÜ Åz # ZÎ6x. ∩⊂⊇∪     
 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. 
3) QS. al-Ma’uun/107:1-3. 
|M ÷ƒ u u‘r& “Ï% ©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ ÉÏe$!$ Î/ ∩⊇∪   šÏ9≡ x‹ sù ”Ï%©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪   Ÿωuρ ÷Ùçts† 
4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡ Ïϑø9 $# ∩⊂∪     
Terjemahnya : 
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?.Itulah orang yang 





1. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang lebih khusus terhadap 
masalah manipulasi data anak di panti asuhan dan tindakan tegas dari 
aparat-aparat kepemerintahan guna memberikan efek jera bagi pelaku 
manipulasi data anak di panti asuhan sebagai salah satu bentuk 
perlindungan anak dan perbuatan yang menyeleweng dari peraturan 
perundang-undangan. 
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih perhatian dan peka terhadap keadaan 
sosial dan sekitarnya sehingga apabila terjadi manipulasi data anak di panti 





menghindari kemungkinan yang lebih buruk dan kesewenang-wenangan 
dari pihak panti asuhan. 
3. Orangtua diharapkan dapat menyadari mengenai konsep perlindungan, 
pemeliharaan anak, dan perlunya pemahaman lebih terhadap kesejahteraan 
anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Orangtua juga harus 
merawat dan mendidik anaknya dengan baik walaupun ekonomi 
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Foto bersama dan wawancara dengan Ibu panti asuhan Nur Akbar ( Sabtu, 15 











           
           
           
           
          
 
 
Wawancara bersama Ibu Astina ( Masyarakat sekitar panti asuhan) pada Jum’at 5 










Wawancara bersama salah satu anak panti asuhan Nur Akbar ( Senin, 1 Oktober 
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